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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Dengan adanya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-

government merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh pemerintah guna 

mempermudah kegiatan birokrasi pada instansi pemerintah menjadi lebih 

bersih, efektif, efisien, netral, profesional dan berlandaskan hukum sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik. Implementasi Sistem Informasi Aparatur 

(SIAP) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Bekasi secara keseluruhan sudah memberikan dampak besar dalam pengelolaan 

kepegawaian menjadi lebih cepat dan efektif. Namun masih terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaan aplikasi SIAP, berdasarkan hasil wawancara dan 

hasil survei kepuasan masyarakat, kendala tersebut meliputi:  

1. Beberapa data yang ada pada aplikasi SIAP masih tidak akurat karena 

belum terupdate sehingga menyebabkan proses pengelolaan 

kepegawaian menjadi terhambat.  

2. Waktu penyelesaian pelayanan yang masih dirasakan lambat oleh 

aparatur. 

3. Kurangnya sosialisasi terhadap Standar Pelayanan yang ada di 

BKPSDM Kota Bekasi  

4. Sarana dan prasarana yang harus terus disempurnakan fitur-fitur di 

dalamnya 

5. Belum terbangun nya jaringan internet yang baik dalam penggunaan 

aplikasi SIAP sehingga menghambat proses pelayanan.  
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan 

aplikasi SIAP yaitu: 

1. Operator OPD diharapkan melakukan pembaruan data pegawai secara 

berkala setiap 2 bulan sekali atau di sesuaikan. 

2. Setiap admin pelayanan diharapkan memiliki timeline waktu yang pasti 

dalam proses pelayanan disesuaikan dengan kapan pelayanan tersebut 

diajukan. 

3. Stakeholder atau tim melakukan sosialisasi mengenai standar pelayanan 

yang sesuai dengan syarat dan tujuan organisasi. 

4. Stakeholder atau tim diharapkan melakukan upgrade sistem secara 

berkala untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam sistem.  

5. Para pihak terkait diharapkan dapat membangun infrastruktur jaringan 

internet di BKPSDM Kota Bekasi dikarena seluruh proses pelayanan 

sudah berbasis sistem, maka prioritas perbaikan utama ada pada jaringan 

nya. 

Dari saran-saran diatas diharapkan BKPSDM Kota Bekasi dapat 

mempertimbangkan perbaikan tersebut dikarenakan dapat berdampak terhadap 

kualitas layanan pegawai sehingga menciptakan kepuasan pegawai. 
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